Krisis di Wilayah Pendudukan Palestina (2024-2025):
Sebuah Analisis Komprehensif tentang Bencana
Kemanusiaan, Kerangka Hukum Internasional, dan
Paradigma Keadilan Global

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai krisis yang berkembang di Wilayah
Pendudukan Palestina (OPT) selama periode 2024-2025. Analisis ini mensintesis data
kemanusiaan di lapangan dengan penilaian hukum internasional yang sistemik dan respons
masyarakat sipil global yang terus berkembang.

Temuan-temuan utama terbagi dalam empat bidang kritis:

1. Bencana Kemanusiaan: Situasi di Jalur Gaza telah melampaui krisis kemanusiaan dan
menjadi keruntuhan peradaban yang sistemik. Data dari Program Pangan Dunia (WFP)
mengkonfirmasi kelaparan (Famine - IPC Phase 5) pada Agustus 2025 ' yang
disebabkan oleh pembatasan bantuan dan penghancuran infrastruktur. Secara
bersamaan, Doctors Without Borders (MSF) melaporkan bahwa 70% dari konsultasi medis
di Gaza selatan adalah untuk penyakit yang terkait langsung dengan kondisi hidup yang
buruk (misalnya, infeksi kulit, pernapasan, dan gastrointestinal), yang mengindikasikan
kegagalan total sanitasi dan kesehatan masyarakat.? Di Tepi Barat, terjadi eskalasi paralel,
dengan peningkatan 28% dalam cedera Palestina * dan perang ekonomi yang ditargetkan
melalui serangan pemukim terhadap panen zaitun.*

2. Kerangka Hukum: Terdapat konsensus yang menguat di antara lembaga-lembaga hukum
dan hak asasi manusia internasional terkemuka bahwa status quo di OPT melanggar
norma-norma paling fundamental dalam hukum internasional. Laporan-laporan dari
Amnesty International, Human Rights Watch, dan B'Tselem telah secara hukum
menetapkan bahwa kebijakan Israel merupakan kejahatan apartheid.® Selain itu, para
akademisi hukum © dan studi PBB " berpendapat bahwa pendudukan itu sendiri telah
menjadi ilegal karena pelanggarannya terhadap norma-norma jus cogens, termasuk hak
untuk menentukan nasib sendiri. Puncak dari analisis hukum ini adalah kesimpulan pada
Desember 2024 dari Amnesty International bahwa tindakan kumulatif Israel di Gaza—
termasuk pemboman tanpa pandang bulu dan penciptaan kondisi kehidupan yang
dimaksudkan untuk membawa kehancuran fisik—merupakan kejahatan genosida.™



3. Pergeseran Wacana Global: Krisis hukum dan kemanusiaan ini telah memicu pergeseran
yang tak terbantahkan dalam masyarakat sipil global. Protes kampus global pada tahun
2024-2025 " mewakili penolakan generasi terhadap wacana "proses perdamaian” yang
gagal, dan sebaliknya mengadopsi bahasa hukum internasional: apartheid, dekolonisasi,
dan divestasi.” Secara signifikan, pergeseran ini mencakup perpecahan dalam dukungan
tradisional, terutama melalui organisasi-organisasi Yahudi anti-Zionis seperti Jewish Voice
for Peace (JVP), yang secara strategis memisahkan identitas Yahudi dari Zionisme politik
dan menudubh Israel sebagai negara apartheid.?°

4. Paradigma Etika dan Diplomasi: Laporan ini menyimpulkan dengan menganalisis
kerangka kerja etika dan hukum Islam yang sering disalahpahami namun sangat relevan.
Konsep-konsep seperti 'Adl (Keadilan) # dan Rahmah (Kasih Sayang Universal) #
menyediakan landasan teologis untuk hak asasi manusia universal. Lebih lanjut,
yurisprudensi Islam menawarkan kerangka kerja yang canggih untuk perlawanan non-
kekerasan. Jihad bil-Mal (perjuangan ekonomi) telah dianalisis oleh para sarjana sebagai
pembenaran teologis untuk boikot ekonomi, yang secara langsung sejajar dengan taktik
gerakan BDS.?* Akhirnya, model-model kenabian seperti Piagam Madinah % dan Perjanjian
Hudaibiyah ? menawarkan cetak biru sejarah untuk tata kelola multikultural berbasis hak
dan diplomasi pragmatis, yang berfungsi sebagai sumber daya penting untuk
membayangkan solusi yang adil dan langgeng.

Kesimpulannya, krisis 2024-2025 bukanlah tragedi yang terisolasi, melainkan hasil yang dapat
diprediksi dari arsitektur hukum apartheid dan pendudukan ilegal. Solusi yang langgeng
menuntut pembongkaran arsitektur ini dan realisasi hak menentukan nasib sendiri Palestina,
sebuah tujuan yang didukung oleh konvergensi hukum internasional modern dan prinsip-
prinsip etika Islam klasik.

Bagian 1: Anatomi Bencana Kemanusiaan (2024-2025)

Data dari badan-badan PBB dan organisasi non-pemerintah (NGO) internasional di lapangan
selama tahun 2024 dan 2025 melukiskan gambaran situasi kemanusiaan yang telah runtuh di
bawah tekanan gabungan dari operasi militer, blokade, dan penghancuran infrastruktur sipil.
PBB meluncurkan Seruan Kilat (Flash Appeal) sebesar $2,8 miliar untuk membantu tiga juta
orang di Gaza dan Tepi Barat dari April hingga Desember 2024, menyoroti skala kebutuhan
yang luar biasa.*°



1.1 Gaza: Kelaparan yang Direkayasa, Pengungsian Paksa, dan
Runtuhnya Sistem Kesehatan

Situasi di Jalur Gaza telah berkembang dari krisis trauma perang menjadi keruntuhan
peradaban yang sistemik. Per Oktober 2025, Doctors Without Borders (MSF) melaporkan
bahwa lebih dari 67.000 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 169.000 terluka.®'
International Rescue Committee (IRC) mengkonfirmasi angka lebih dari 60.000 kematian.* Di
luar angka-angka ini, 44.000 anak telah menjadi yatim piatu.®’

Kelaparan sebagai Metode Perang

Bencana kemanusiaan ini bukan merupakan produk sampingan yang tidak disengaja dari
konflik, melainkan hasil dari kebijakan yang disengaja. Program Pangan Dunia (WFP)
mengkonfirmasi pada Agustus 2025 bahwa Kelaparan (Famine - IPC Phase 5) telah terjadi di
Kegubernuran Gaza dan diproyeksikan akan meluas.1 Lebih dari setengah juta orang
menghadapi kondisi bencana (IPC Phase 5), yang ditandai dengan kelaparan, kemelaratan, dan
kematian. WFP mengaitkan ini secara langsung dengan "pembatasan ketat pada pengiriman"
bantuan kemanusiaan.1 Human Rights Watch (HRW) mendukung temuan ini dalam laporan
Desember 2024 yang berjudul "Pemusnahan dan Tindakan Genosida: Israel Sengaja Merampas
Air dari Warga Palestina di Gaza".’

Runtuhnya Sistem Kesehatan

Data MSF memberikan bukti paling jelas tentang keruntuhan sistemik. Pada tahun 2025, tim
MSF melaporkan bahwa 70% dari semua konsultasi rawat jalan di pusat kesehatan mereka di
Gaza selatan adalah untuk penyakit yang terkait langsung dengan kondisi hidup yang buruk:
infeksi kulit, infeksi mata, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi gastrointestinal.2 Ini adalah
indikator yang jelas dari keruntuhan total air bersih, sanitasi, dan kesehatan masyarakat.

MSF, dengan lebih dari 1.100 staf, telah dipaksa untuk beroperasi dalam kondisi yang sangat
buruk.? Tim mereka menyediakan perawatan bedah, perawatan luka bakar, dan perawatan
luka.®" Mereka telah membantu lebih dari 16.000 persalinan, seringkali dalam kondisi di mana
perempuan terpaksa melahirkan di tenda-tenda plastik atau dipulangkan hanya beberapa jam
setelah menjalani operasi caesar karena rumah sakit yang kewalahan.* Tim MSF berulang kali
terpaksa merelokasi layanan—misalnya, memindahkan layanan dari Rumah Sakit Nasser yang
diserang ke rumah sakit lapangan di Deir al-Balah—untuk melanjutkan perawatan ortopedi dan
luka bakar.®



Meskipun gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025 34, kondisi tetap mengerikan. MSF
mencatat bahwa lebih dari satu juta warga Palestina masih terkurung di sebidang kecil tanah
di Gaza selatan, seperti Al-Mawasi, dalam kondisi "zona kemanusiaan" yang padat dan tidak
higienis.®> Penghancuran jaringan air Gaza oleh pasukan Israel telah memperburuk krisis
kesehatan ini.*'

1.2 Tepi Barat: Eskalasi Paralel dalam Kekerasan dan Perampasan

Situasi di Tepi Barat tidak statis selama krisis Gaza; sebaliknya, Tepi Barat mengalami eskalasi
kekerasan dan perampasan yang disengaja dan paralel. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan
Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa hingga tahun 2025, lebih dari 3.200 warga Palestina
telah terluka di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Ini merupakan peningkatan 28%
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, ketika lebih dari 2.500 cedera
dicatat.

Kekerasan Pemukim yang Didukung Negara

Kekerasan dari pemukim Israel, yang sering digambarkan oleh kelompok hak asasi manusia
Israel B'Tselem sebagai "Kekerasan Pemukim = Kekerasan Negara" 8, telah menjadi alat utama
perampasan. Dalam satu minggu di bulan Oktober 2025, OCHA mencatat 71 serangan pemukim
terhadap warga Palestina, yang mengakibatkan cedera pada 99 orang dan pengungsian
sebuah keluarga.*

Serangan-serangan ini bukanlah tindakan kekerasan acak; serangan tersebut bersifat
strategis. OCHA dan HRW secara eksplisit menghubungkan banyak dari serangan ini dengan
perang ekonomi yang menargetkan mata pencaharian warga Palestina. OCHA melaporkan
bahwa separuh dari serangan pemukim selama periode tersebut terkait dengan musim panen
zaitun, yang berdampak pada 27 desa.* HRW mengkonfirmasi bahwa otoritas Israel "sebagian
besar melarang warga Palestina memanen zaitun pada tahun 2023 dan lagi pada tahun 2024,
menyebabkan kerugian ekonomi".® Tindakan ini secara efektif merupakan perampasan tanah
yang dipercepat sementara perhatian global terfokus pada Gaza.

Pembatasan Akses Kesehatan

Mekanisme kontrol sistemik lainnya adalah penolakan akses ke layanan kesehatan. Menurut
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti yang dilaporkan oleh OCHA, satu dari tiga (1/3) dari
lebih dari 55.800 aplikasi izin pasien Palestina yang diajukan antara Januari dan September
2025 untuk mengakses perawatan medis di Yerusalem Timur dan Israel ditolak atau ditunda.4
Ini menunjukkan penggunaan birokrasi kesehatan sebagai alat kontrol.



1.3 Respon Kemanusiaan: Aktor Kunci di Bawah Serangan

Respons kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat dipimpin oleh beberapa organisasi kunci yang
beroperasi di bawah tekanan ekstrem, tidak hanya dari situasi perang tetapi juga dari serangan
legislatif dan politik yang ditargetkan.

UNRWA (Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina)

UNRWA adalah tulang punggung respons kemanusiaan, terutama di Gaza. Didirikan oleh
Resolusi Majelis Umum PBB 302 (IV) pada tahun 1949 38, UNRWA memiliki mandat kemanusiaan
dan pembangunan yang unik untuk menyediakan layanan inti seperti pendidikan dan kesehatan
bagi sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina 39, "menunggu solusi yang adil dan langgeng" untuk
penderitaan mereka.38 UNRWA adalah pemberi kerja terbesar PBB, dengan lebih dari 30.000
staf, 99% di antaranya adalah warga Palestina lokal.

Pada Oktober 2024, Knesset (parlemen) Israel mengesahkan undang-undang yang
menetapkan UNRWA sebagai "kelompok teroris" dan melarang operasinya di Israel dan
Yerusalem Timur, dengan undang-undang tersebut mulai berlaku pada awal 2025.%° Serangan
legislatif ini berpotensi menghentikan semua operasi UNRWA di Gaza, Tepi Barat, dan
Yerusalem Timur, yang berdampak pada sekolah dan pusat kesehatan.*?

Tindakan ini memiliki implikasi politik yang mendalam. Penentangan lama Israel terhadap
UNRWA didasarkan pada tuduhan bahwa badan tersebut "melanggengkan masalah
pengungsi*.*’ Oleh karena itu, pelarangan UNRWA lebih dari sekadar perselisihan pendanaan;
ini adalah upaya politik untuk membongkar infrastruktur hukum dan fisik dari status pengungsi
Palestina itu sendiri, yang terkait erat dengan hak untuk kembali. Terlepas dari tuduhan Israel
yang menjadi dasar pelarangan tersebut, Mahkamah Internasional (ICJ) pada Oktober 2025
menemukan bahwa "Israel belum membuktikan tuduhannya" bahwa sebagian besar staf
UNRWA adalah anggota faksi teroris.

ANERA (American Near East Refugee Aid)

ANERA adalah NGO kunci yang berfokus pada bantuan kemanusiaan dan pembangunan
berkelanjutan di Palestina, Lebanon, dan Yordania.44 Organisasi ini memiliki kredibilitas tinggi,
dengan peringkat Bintang Empat 100% dari Charity Navigator 45 dan peringkat A- dari
CharityWatch.46 Model operasinya, yang mengirimkan bantuan senilai $219 juta pada tahun
2024 44, menekankan solusi akar rumput dan mempekerjakan staf lokal untuk melayani
komunitas mereka sendiri.®

MSF (Doctors Without Borders)

Seperti yang dirinci dalam Bagian 1.1, MSF adalah penyedia layanan medis langsung di garis
depan. Tim mereka tidak hanya memberikan perawatan kritis tetapi juga berfungsi sebagai
saksi mata penting atas keruntuhan sistem kesehatan dan dampak sipil dari operasi militer.2



Tabel 1: Dasbor Krisis Kemanusiaan (Data 2024-2025)

Indikator Wilayah Statistik Kunci Sumber

Kematian Gaza >67.000 (per Okt | ¥
2025)

Cedera Gaza >169.000 (per Okt | 3
2025)

Cedera Tepi Barat >3.200 (Jan-Okt | 4
2025)

Peningkatan Tepi Barat +28% &

Cedera (dibandingkan
2024)

Pengungsi Internal Gaza ~3 juta | 30
(membutuhkan
bantuan)

Status  Kelaparan | Gaza Famine (IPC Phase | '

(IPC) 5) dikonfirmasi

Serangan Pemukim | Tepi Barat 71 serangan (dalam | 4
1 minggu, Okt 2025)

Akses Kesehatan | Tepi Barat 1 dari 3 izin pasien | 4

Ditolak ditolak/ditunda

Pendanaan yang | OPT US$2,8 Miliar (Flash | 3°

Dibutuhkan

Appeal 2024)




Bagian 2: Arsitektur Hukum Penaklukan: Pendudukan
llegal, Apartheid, dan Genosida

Krisis kemanusiaan yang terdokumentasi di Bagian 1 bukanlah hasil dari siklus kekerasan yang
tidak dapat dijelaskan. Sebaliknya, krisis ini adalah gejala dari arsitektur hukum dan politik yang
disengaja yang telah dianalisis secara ekstensif oleh badan-badan hukum internasional,
akademisi, dan organisasi hak asasi manusia terkemuka. Analisis mereka menyimpulkan bahwa
rezim Israel di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) melanggar tiga pilar hukum internasional:
larangan pendudukan ilegal, larangan apartheid, dan larangan genosida.

2.1 Status Pendudukan yang Melanggar Hukum: Pelanggaran Jus
Cogens

Pendudukan Israel atas Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sejak Perang 1967 #
adalah pendudukan militer terpanjang dalam sejarah modern.*® Selama beberapa dekade,
wacana politik berpusat pada "proses perdamaian’ yang menganggap pendudukan itu
sementara dan sah, menunggu penyelesaian yang dinegosiasikan.

Namun, konsensus hukum yang muncul, seperti yang diartikulasikan dalam studi PBB
(UNISPAL) ™ dan jurnal hukum terkemuka seperti European Journal of International Law (EJIL)
0, berpendapat bahwa pendudukan itu sendiri telah menjadi ilegal menurut hukum
internasional.

llegalitas ini tidak hanya didasarkan pada durasinya yang diperpanjang “¢, tetapi pada
pelanggarannya terhadap jus cogens—norma-norma peremptory hukum internasional yang
tidak dapat dilanggar oleh negara mana pun. Tiga norma jus cogens utama yang dilanggar
adalah:

1. Larangan Perolehan Wilayah dengan Paksa: Studi PBB "> dan analisis akademis “8
mengidentifikasi aneksasi de jure Israel atas Yerusalem Timur dan aneksasi de facto atas
Area C di Tepi Barat melalui perluasan pemukiman besar-besaran sebagai pelanggaran
langsung terhadap norma ini.

2. Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri: Penyangkalan sistematis terhadap hak kolektif
rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri—sebuah hak yang diakui sebagai norma
erga omnes "—merupakan pelanggaran jus cogens.™



3. Larangan Apartheid: Seperti yang dirinci di bawah ini, penerapan rezim apartheid itu
sendiri merupakan pelanggaran jus cogens.'

Pendapat Penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2024-2025 52 semakin
memperkuat analisis ini, dengan membahas konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan dan
praktik Israel.

Implikasi dari pergeseran paradigma ini sangat mendalam. Jika pendudukan itu ilegal, maka itu
bukan lagi "sengketa" atas tanah yang akan dinegosiasikan di bawah kerangka kerja seperti
Kesepakatan Oslo.%® Sebaliknya, itu menjadi situasi yang melanggar hukum yang harus diakhiri
tanpa syarat. Pergeseran ini membebankan kewajiban hukum pada semua negara ketiga untuk
tidak mengakui atau memberikan bantuan kepada situasi ilegal tersebut, sebagaimana
ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang menyerukan negara-negara
untuk "membedakan” antara Israel dan wilayah pendudukan.®

2.2 Analisis Hukum Kejahatan Apartheid

Selama beberapa tahun terakhir, konsensus telah terbentuk di antara organisasi hak asasi
manusia Palestina, Israel, dan internasional bahwa kebijakan Israel terhadap Palestina bukan
hanya diskriminatif tetapi merupakan kejahatan apartheid terhadap kemanusiaan.

Apartheid bukanlah metafora untuk diskriminasi rasial; itu adalah kejahatan internasional yang
didefinisikan secara hukum, terutama dalam Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional,
sebagai "tindakan tidak manusiawi... yang dilakukan dalam konteks rezim opresi dan dominasi
sistematis yang terlembaga oleh satu kelompok ras atas kelompok ras lainnya, dengan maksud
untuk mempertahankan rezim itu".’

e Amnesty International: Dalam laporan komprehensif tahun 2022, Amnesty
menyimpulkan bahwa Israel memberlakukan "sistem apartheid yang kejam berupa
dominasi" terhadap rakyat Palestina.®

e Human Rights Watch (HRW): Laporan HRW tahun 2021, "A Threshold Crossed" 7, dan
World Report 2025 ° menemukan bahwa otoritas Israel melakukan kejahatan terhadap
kemanusiaan berupa apartheid dan persekusi.

e B'Tselem (Organisasi Israel): Pada tahun 2021, B'Tselem secara terbuka menyatakan
bahwa mereka menganalisis seluruh wilayah "antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania"
sebagai diatur oleh "rezim apartheid Israel" tunggal.®



Mekanisme apartheid ini, yang didokumentasikan oleh organisasi-organisasi ini, meliputi:

e Sistem Hukum Ganda: Di Tepi Barat, pemukim Israel diatur oleh hukum sipil Israel,
sementara warga Palestina yang tinggal di tanah yang sama diatur oleh hukum militer yang
menindas.®

e Perampasan Tanah dan Pembatasan Gerakan: Pembangunan Tembok Pemisah (85%
di antaranya berada di dalam Tepi Barat), proliferasi pos pemeriksaan, dan sistem izin yang
rumit ° yang oleh OCHA catat menolak akses medis bagi satu dari tiga pasien.*

e Diskriminasi yang Terlembaga: Kiriman dari International Human Rights Clinic di Harvard
Law School ke PBB pada tahun 2022 menemukan bahwa tindakan Israel di Tepi Barat
"melanggar larangan apartheid dan merupakan kejahatan apartheid menurut hukum
internasional".>’

Penetapan apartheid ini secara fundamental mengubah pemahaman tentang konflik. Ini
menyatukan pengalaman warga Palestina yang terfragmentasi di Gaza, Tepi Barat, dan di
dalam Israel sebagai korban dari satu rezim tunggal yang didedikasikan untuk dominasi rasial.®

2.3 Investigasi Genosida

Tuduhan paling serius menurut hukum internasional adalah genosida. Pada Desember 2024,
setelah analisis ekstensif terhadap operasi militer Israel di Gaza, Amnesty International
secara resmi menyimpulkan bahwa Israel "sedang melakukan genosida terhadap warga
Palestina di Gaza"." Kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem juga menyatakan bahwa
Israel telah "melakukan genosida di Jalur Gaza" selama hampir dua tahun dan memperingatkan
risiko perluasannya ke Tepi Barat.?

Analisis hukum genosida membutuhkan bukti dari dua elemen: actus reus (tindakan genosida)
dan mens rea (niat untuk menghancurkan).

1. Tindakan Genosida (Actus Reus): Laporan Amnesty mendokumentasikan tindakan-
tindakan terlarang di bawah Konvensi Genosida, termasuk:

o Pembunuhan: Seperti serangan udara pada 20 April 2024 yang menghancurkan
rumah keluarga Abdelal di Rafah, menewaskan tiga generasi, termasuk 16 anak.™

o Menyebabkan Kerusakan Tubuh atau Mental yang Serius: Melalui pemboman
tanpa pandang bulu.”

o Sengaja Menciptakan Kondisi Kehidupan untuk Membawa Kehancuran Fisik: Ini
adalah elemen krusial yang menghubungkan temuan hukum dengan data
kemanusiaan di Bagian 1. "Kondisi kehidupan" ini adalah kelaparan yang dikonfirmasi
oleh WFP ', perampasan air yang disengaja yang diidentifikasi oleh HRW 7, dan wabah
penyakit akibat keruntuhan sanitasi yang didokumentasikan oleh MSF.3



2. Niat Genosida (Mens Rea): Amnesty berpendapat bahwa "niat genosida adalah satu-
satunya kesimpulan yang masuk akal" ketika melihat dampak kumulatif dari tindakan-
tindakan ini dan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pejabat senior pemerintah dan
militer Israel.™

Konteks apartheid yang sudah ada sebelumnya (dianalisis dalam 2.2) sangat penting untuk
membangun niat. Ketika sebuah negara telah melembagakan sistem (apartheid) yang secara
hukum dan sosial mendefinisikan kelompok lain sebagai bawahan atau "subhuman” °, "niat
untuk menghancurkan" di balik tindakan seperti pemboman karpet dan kelaparan yang
disengaja menjadi lebih dapat dibuktikan secara hukum. Genosida bukanlah tindakan yang
terisolasi; dalam konteks ini, genosida adalah ekspresi akhir yang mungkin dari rezim apartheid.

2.4 Mekanisme Kontrol: Penahanan Sewenang-wenang dan
Penyiksaan

Arsitektur hukum penaklukan ini ditegakkan melalui sistem penahanan dan hukuman kolektif
yang beroperasi di luar norma-norma proses hukum.

Per Desember 2024, kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem mencatat bahwa Israel
menahan 9.619 warga Palestina sebagai tahanan "keamanan" ©°, termasuk 2.216 dari Jalur
Gaza.®" Sistem ini menciptakan "lubang hitam hukum" melalui dua mekanisme utama:

1. Penahanan Administratif: Pada akhir 2024, 3.327 warga Palestina ditahan dalam
penahanan administratif ¢, sebuah praktik di mana tahanan ditahan tanpa dakwaan, tanpa
pengadilan, dan tanpa kemampuan untuk menentang bukti terhadap mereka.®

2. Undang-Undang Kombatan yang Melanggar Hukum: Pada Juni 2024, 1.415 warga
Palestina dari Gaza ditahan di bawah undang-undang ini, yang oleh HRW digambarkan
sebagai "suatu bentuk penahanan administratif" lainnya.®

Di dalam sistem yang buram ini, penyiksaan dan perlakuan buruk bersifat sistemik. Laporan
B'Tselem tahun 2024, "Welcome to Hell," mendokumentasikan penyiksaan dan perlakuan tidak
manusiawi terhadap tahanan Palestina.’> HRW menguatkan hal ini, melaporkan penggunaan
penyiksaan, kekerasan seksual, dan penolakan perawatan medis terhadap tahanan.® HRW
secara khusus menyoroti tuduhan pemerkosaan di pangkalan militer Sde Teiman.®

Impunitas untuk pelanggaran ini dipastikan dengan menolak akses pemantauan independen.
Sejak Oktober 2023, Israel telah menolak akses ke fasilitas penahanan, termasuk untuk Komite
Internasional Palang Merah (ICRC).®
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Untuk analisis yang seimbang, penting untuk dicatat bahwa pelanggaran hak asasi manusia
juga dilakukan oleh otoritas Palestina. HRW ° dan Amnesty International ®® mencatat bahwa
Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat secara sewenang-wenang menahan para penentang dan
kritikus. Antara Januari dan November 2024, pengawas hak asasi manusia independen
Palestina menerima 231 keluhan tentang penangkapan sewenang-wenang dan 117 keluhan
tentang penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap PA.°

Tabel 2: Konvergensi Temuan Hukum Internasional (2021-2025)

Badan Kejahatan Status Kejahatan
Hukum/HAM Apartheid Pendudukan llegal | Genosida
6
Amnesty Ya (Terkait dengan Ya'™
International apartheid)
Human Rights | Y2~ (Terkait  dengan | '@ . ("T7|ndakan
Watch apartheid) Genosida")
B'Tselem (Israel) Ya® (Implisit dalam Ya®
rezim apartheid)
Ya 57
Harvard Law IHRC T/A T/A
Studi pBB | 72" Ve (Pe'a”igara” T/A
(UNISPAL) Jus COgenS)
Akademisi (EJIL) | T/A @ (FeEgeeEn |
Jus Cogens) ©
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Bagian 3: Gema Global: Perlawanan Non-Kekerasan
dan Pergeseran Wacana

Konsensus hukum yang dijelaskan di Bagian 2, ditambah dengan realitas kemanusiaan di
Bagian 1, telah memicu pergeseran mendalam dalam masyarakat sipil global. Narasi lama
tentang "konflik dua sisi" dan "proses perdamaian” yang disponsori AS *° telah runtuh,
digantikan oleh bahasa hukum internasional, dekolonisasi, dan akuntabilitas.

3.1 Pemberontakan Kampus (2024-2025): Generasi Baru Aktivisme

Dimulai secara signifikan pada April 2024, gelombang protes pro-Palestina meletus di
universitas-universitas di Amerika Serikat, dimulai dari Universitas Columbia, dan dengan cepat
menyebar secara global.’® Perkemahan dan pendudukan muncul di kampus-kampus di
Australia, Prancis, Belanda, Inggris, dan di 45 negara bagian AS.™

Tuntutan Inti
Protes ini menandai penolakan generasi terhadap keterlibatan institusional. Tuntutan inti para
mahasiswa bersifat konsisten dan berakar pada hukum 19:

1. Divestasi (Divestment): Tuntutan utama adalah agar universitas melakukan divestasi
finansial dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam atau mendapat untung dari
pendudukan Israel dan perang di Gaza.™

2. Transparansi Keuangan: Para mahasiswa menuntut transparansi dalam investasi dana
abadi universitas.'®

3. Pemutusan Hubungan Akademik: Seruan untuk mengakhiri kemitraan dengan institusi-
institusi Israel.™

Metode dan Konteks

Metode yang digunakan—perkemahan, pendudukan, mogok makan, dan pembangkangan sipil
18—secara eksplisit mengambil inspirasi dari gerakan anti-Perang Vietnam dan anti-apartheid
Afrika Selatan.16 Terlepas dari gambaran media, diperkirakan 97% protes di AS tetap non-
kekerasan.16

Tantangan Balik (Backlash) dan "Lawfare”

Administrasi universitas dan politisi merespons dengan keras, seringkali menggunakan Definisi
Antisemitisme IHRA yang kontroversial untuk menekan pidato.65 Para kritikus, termasuk
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mahasiswa yang terlibat (banyak di antaranya adalah orang Yahudi 16), berpendapat bahwa
definisi ini "mencampuradukkan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme" dan digunakan
sebagai alat untuk membungkam ekspresi politik yang sah.65

3.2 Gerakan BDS: Analisis Hukum dan Politik

Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) berfungsi sebagai landasan intelektual dan
strategis bagi banyak aktivisme saat ini. Diluncurkan pada tahun 2005 oleh koalisi masyarakat
sipil Palestina, BDS adalah gerakan non-kekerasan yang terinspirasi oleh perjuangan anti-
apartheid Afrika Selatan.®®

Kekuatan gerakan BDS terletak pada landasan hukumnya. Ini bukan seruan untuk solusi politik
baru, melainkan tuntutan untuk kepatuhan Israel terhadap hukum internasional yang ada.*®
Tiga tuntutan inti BDS adalah *:

1. Mengakhiri pendudukan dan kolonisasi tanah Arab.

2. Kesetaraan penuh bagi warga negara Arab-Palestina di Israel.

3. Menghormati hak kembali pengungsi Palestina sebagaimana diatur dalam Resolusi PBB
194.

Gerakan ini secara inheren bersifat politik, bukan "beranimasi rasial" ¢/, dan telah memicu
perdebatan sengit di gereja, serikat pekerja, dan universitas.®’” Sebagai tanggapan, upaya
legislatif yang signifikan, yang dikenal sebagai undang-undang anti-BDS, telah diperkenalkan
untuk menghukum individu atau perusahaan yang berpartisipasi dalam boikot terhadap Israel.®’
Upaya "perang hukum" (lawfare) balasan ini telah ditantang di pengadilan, dengan beberapa
putusan yang menegaskan bahwa boikot politik terhadap negara asing merupakan bentuk
ekspresi yang dilindungi oleh Amandemen Pertama di AS.%¢

3.3 Pergeseran Lanskap Berbasis Agama: Solidaritas Anti-Zionis dan
Antaragama

Salah satu perkembangan paling signifikan dalam pergeseran wacana ini adalah keretakan
dalam front yang sebelumnya monolitik, terutama dalam komunitas berbasis agama.

Jewish Voice for Peace (JVP)
JVP telah muncul sebagai organisasi Yahudi progresif anti-Zionis terbesar di dunia.20 Identitas
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JVP secara strategis sangat penting. Organisasi ini secara eksplisit:
e Mendukung kampanye BDS.%°
e Menyatakan bahwa Zionisme kontemporer telah menjadi "gerakan kolonial-pemukim" dan
bahwa Israel adalah "negara apartheid".?°
e Mendasarkan anti-Zionisme-nya pada nilai-nilai Yahudi, berjuang untuk "memisahkan"
Yudaisme dari Zionisme politik.?'

Peran strategis JVP, dalam kata-kata mereka sendiri, adalah untuk bertindak sebagai
"penyeimbang bagi dukungan Zionis Yahudi terhadap apartheid Israel" dan "mengguncang
aliansi AS-Israel".?" Munculnya suara Yahudi yang anti-Zionis secara vokal telah memberikan
perlindungan politik yang kritis bagi para aktivis dan politisi, yang mempersulit penggunaan
tuduhan antisemitisme untuk membungkam semua kritik terhadap Israel.”

Gerakan Antaragama: Dari Dialog ke Solidaritas

Telah terjadi pergeseran nyata dalam ruang antaragama. Seperti yang dicatat dalam diskusi
yang diselenggarakan oleh HRW, ada gerakan "lulus dari dialog antaragama ke solidaritas dan
kerja sama antaragama".”

Gerakan ini secara aktif menantang apa yang disebut "faithwashing"—penggunaan dialog
antaragama untuk "menutupi kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina" dan
"menghapus penderitaan Palestina".”® Alih-alih berfokus hanya pada dialog, kelompok-
kelompok agama ini, yang sering didorong oleh kesaksian mitra Kristen Palestina mereka,
secara resmi mengadopsi bahasa hukum internasional. Organisasi-organisasi seperti United
Church of Christ dan Disciples of Christ telah mengeluarkan resolusi yang menyebut tindakan
Israel sebagai apartheid.”

Bagian 4: Membingkai Ulang Perlawanan: Keadilan,
Diplomasi, dan Jihad dalam Etika Islam

Sementara analisis hukum internasional (Bagian 2) dan perlawanan masyarakat sipil (Bagian 3)
sangat penting, pemahaman komprehensif tentang konflik ini juga menuntut keterlibatan
dengan kerangka kerja etika dan hukum dari dalam tradisi Islam. Wacana ini sering
disalahpahami atau disederhanakan secara keliru di Barat menjadi stereotip kekerasan.™
Namun, tradisi Islam menawarkan sumber daya yang canggih untuk keadilan universal,
perlawanan non-kekerasan, dan tata kelola multikultural.
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4.1 Etika Dasar: 'Adl (Keadilan) dan Rahmah (Kasih Sayang)

Dua prinsip Al-Qur'an menjadi landasan kerangka etika Islam untuk keadilan global:

1.

Prinsip Keadilan ('Adl): Surah Al-Ma'idah, ayat 8, memerintahkan: "Wahai orang-orang
yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku
tidak adil...".?> Cendekiawan kontemporer menafsirkan ini sebagai mandat yang tidak
dapat dinegosiasikan untuk menghormati hak-hak dasar dan kesetaraan di depan hukum,
terlepas dari etnis, agama, atau status sosial.?? Ini adalah dasar teologis untuk menuntut
keadilan sosial dan hak asasi manusia universal.”® Dalam ontologi Islam, keadilan ('ad/)
adalah prasyarat untuk perdamaian sejati.”

Prinsip Kasih Sayang Universal (Rahmah): Surah Al-Anbiya, ayat 107, mendefinisikan
misi kenabian: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai
rahmatan lil-'alamin—rahmat bagi seluruh alam".2° Konsep ini melampaui batas-batas
komunitas Muslim. Para sarjana modern menghubungkan rahmah (kasih sayang) dengan
figh al-ta'ayush (figih hidup berdampingan) 8 dan nilai-nilai toleransi dan kebebasan
beragama.?* Ini telah diajukan sebagai landasan etika Islam untuk prinsip-prinsip
kemanusiaan internasional modern.?

Bersama-sama, '‘Ad/ menyediakan dasar hukum internal untuk akuntabilitas, sementara
Rahmah menyediakan imperatif kemanusiaan universal.

4.2 Rekontekstualisasi Jihad: Upaya, Pembelaan Diri, dan Ekonomi

Istilah "Jihad" (usaha atau perjuangan) adalah salah satu konsep yang paling disalahpahami
dalam wacana Barat, sering kali secara keliru diterjemahkan sebagai "perang suci".?¢ Dalam
teologi Islam klasik, konsep ini memiliki banyak lapisan:

Al-Jihad al-Akbar (Jihad Besar): Dianggap sebagai bentuk jihad yang lebih tinggi, ini
adalah perjuangan spiritual internal melawan hawa nafsu.®

Al-Jihad al-Asghar (Jihad Kecil): Ini mengacu pada perjuangan fisik, atau gqital
(pertempuran bersenjata).®

Jihad sebagai Pembelaan Diri (Jus ad Bellum)
Analisis akademis terhadap Al-Qur'an, termasuk dari Yageen Institute 89 dan jurnal-jurnal yang
berfokus pada militer 75, berpendapat bahwa justifikasi untuk gital secara ketat bersifat
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defensif, sejajar dengan teori perang yang adil Barat. Izin pertama untuk berperang dalam Al-
Qur'an diberikan kepada mereka "yang telah dizalimi* dan diusir dari rumah mereka.89
Kerangka kerja ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional modern tentang
pembelaan diri yang sah, seperti yang diabadikan dalam Pasal 51 Piagam PBB.89

Jihad Non-Kekerasan (Lisan & Harta)

Lebih relevan dengan perlawanan kontemporer adalah bentuk-bentuk jihad non-militer:

e Jihad bil-Lisan/Qalam (Jihad dengan Lidah/Pena): Didefinisikan sebagai "berbicara
kebenaran" ® dan terlibat dalam "perjuangan verbal dan diskursif".2® Ini memberikan
kerangka teologis untuk pekerjaan advokasi hak asasi manusia, jurnalisme, dan protes
intelektual yang terlihat dalam gerakan solidaritas global (Bagian 3.1).

e Jihad bil-Mal (Jihad dengan Harta/Ekonomi): Ini adalah wawasan kritis yang
menghubungkan teologi Islam klasik dengan aktivisme modern. Cendekiawan
kontemporer * secara eksplisit menganalisis boikot ekonomi sebagai bentuk “jihad
finansial." Figih (yurisprudensi Islam) 2° membahasnya sebagai taktik yang sah secara
situasional (mandub atau direkomendasikan). Keabsahannya bergantung pada
tujuannya—untuk "menimbulkan kerugian ekonomi pada musuh tanpa menyebabkan
kerugian pada Muslim" **—dan pada ketersediaan produk alternatif yang memadai,
sehingga boikot tersebut praktis dan tidak merugikan diri sendiri.?®

Secara efektif, yurisprudensi Islam tentang Jihad bil-Mal menyediakan kerangka teologis yang
sah untuk gerakan BDS (Bagian 3.2). Ini menawarkan bentuk perlawanan non-kekerasan yang
kuat dan sah secara Islam, yang sepenuhnya terpisah dari stereotip kekerasan yang sering
dikaitkan dengan konsep jihad.”

4.3 Kenegarawanan Profetik: Model untuk Tata Kelola dan Diplomasi

Tradisi Islam juga menawarkan preseden sejarah yang kuat dalam kenegarawanan dan
diplomasi yang berfungsi sebagai cetak biru untuk resolusi konflik modern.

Studi Kasus 1: Piagam Madinah (Tata Kelola Multikultural)
Setelah hijrahnya Nabi Muhammad (SAW) ke Madinah, beliau tidak memaksakan hukum
sektarian. Sebaliknya, beliau memfasilitasi "kontrak sosial pertama" dalam sejarah 27, yang
dikenal sebagai Piagam Madinah. Analisis ilmu politik terhadap dokumen ini 26 menyoroti
prinsip-prinsip revolusionernya:

e Piagam tersebut diadopsi melalui konsensus oleh masyarakat multi-agama yang beragam

yang mencakup Muslim, Yahudi, dan pagan.?’
e Piagam tersebut mendirikan ummah (komunitas) sipil yang melampaui kesukuan,
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berdasarkan nilai-nilai bersama, keadilan, kesetaraan hak, dan, yang terpenting,
kebebasan beragama dan otonomi hukum bagi komunitas Yahudi.”®

Piagam Madinah menawarkan preseden sejarah langsung untuk negara kesatuan, multikultural,
dan berbasis hak—sebuah antitesis langsung terhadap model apartheid **—di mana semua
warga negara, termasuk Yahudi, memiliki hak dan perlindungan yang dijamin.

Studi Kasus 2: Perjanjian Hudaibiyah (Diplomasi Pragmatis)
Perjanjian Hudaibiyah adalah studi kasus mani dalam Siyar (hukum internasional Islam) 101 dan
Figh al-Mu'ahadat (hukum perjanjian).103 Perjanjian ini menunjukkan diplomasi kenabian yang
ditandai oleh:
e Kompromi Strategis: Nabi Muhammad (SAW) menerima syarat-syarat yang pada
awalnya tampak tidak menguntungkan dan memalukan bagi para pengikutnya.™*
e Visi Jangka Panjang: Beliau memprioritaskan maslahah (kepentingan publik) jangka
panjang dan de-eskalasi di atas keuntungan jangka pendek.?
e Pragmatisme dan Kepatuhan pada Perjanjian: Perjanjian tersebut menegaskan prinsip
pacta sunt servanda (kewajiban untuk memenuhi perjanjian) > dan menunjukkan
negosiasi pragmatis untuk mencapai perdamaian.?’

Perjanjian Hudaibiyah menyediakan metodologi diplomatik—pragmatisme, kesabaran
strategis, dan komitmen pada hukum perjanjian—yang membantah narasi bahwa kerangka
kerja Islam pada dasarnya kaku atau tidak sesuai dengan negosiasi internasional modern.®

Tabel 3: Kerangka Kerja Islam untuk Perlawanan dan Diplomasi Non-Kekerasan

Konsep Islam Sumber Makna Inti Aplikasi
Tekstual Kontemporer
(Dasar) yang Relevan
Jihad al-Nafs | Hadits Perjuangan spiritual | Pengembangan
(Jihad Besar) internal melawan hawa | etika pribadi dan
nafsu kesabaran
Jihad bil- Hadllts; o Al- Perjuangan  advokasi, | Protes kampus,
Lisan/Qalam Qurian intelektual,  "berbicara | pelaporan HAM,
(Lidah/Pena) kebenaran" aktivisme (Bagian 3)
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Jihad bil-Mal | Fiaih “ Perjuangan ekonomi | Gerakan Boikot,
(Harta/Ekonomi) untuk melemahkan | Divestasi,  Sanksi
penindasan (BDS) (Bagian 3.2)
Qital (Jihad Kecil) AI—.Qur'an Pertempuran fisik Jus ad  bellum:
(1zin) 2 Pembelaan diri
yang sah (misalnya,
Pasal 51 Piagam
PBB)
Piagam Madinah Do'kumen Tata kelola multikultural, | Model untuk solusi
Sejarah * hak sipil, kebebasan | satu negara yang
beragama berbasis hak
(alternatif ~ untuk
apartheid)
Perjanjian Do'kumen Diplomasi pragmatis, | Model untuk
Hudaibiyah Sejarah ** hukum perjanjian, de- | negosiasi resolusi
eskalasi konflik

Bagian 5: Kesimpulan dan Jalan ke Depan

Sintesis dari analisis ini mengarah pada kesimpulan yang tak terhindarkan. Bencana
kemanusiaan yang terdokumentasi di Gaza dan Tepi Barat selama 2024-2025 (Bagian 1)
bukanlah tragedi yang terisolasi atau siklus kekerasan yang tak terhindarkan. Ini adalah hasil
yang dapat diprediksi dan disengaja dari arsitektur hukum (Bagian 2) dari pendudukan militer
yang berkepanjangan yang telah menjadi ilegal menurut hukum internasional ©, rezim
apartheid yang terlembaga yang diakui oleh badan-badan hak asasi manusia terkemuka &, dan,
seperti yang sekarang dituduhkan oleh Amnesty International dan B'Tselem, pelaksanaan
tindakan genosida."”

Bencana moral dan hukum ini telah memicu pergeseran yang tak terbantahkan dalam
masyarakat sipil global (Bagian 3). Wacana "proses perdamaian" yang didominasi oleh
perantara kekuasaan telah runtuh, digantikan oleh tuntutan non-kekerasan dari generasi baru
yang didasarkan pada bahasa hukum internasional, dekolonisasi, dan akuntabilitas. Munculnya
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suara-suara Yahudi anti-Zionis yang terorganisir 2° dan pergeseran ruang antaragama dari
dialog ke solidaritas > menandakan perpecahan mendalam dalam pilar-pilar dukungan politik
yang telah lama menopang status quo.

Melihat ke depan, jelas bahwa solusi yang langgeng tidak dapat dicapai hanya melalui bantuan
kemanusiaan, betapapun pentingnya bantuan itu. Bantuan hanya mengobati gejala. Solusi
yang adil menuntut pembongkaran total arsitektur hukum apartheid dan pemenuhan penuh
hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina “°, yang telah lama diakui oleh hukum
internasional.

Kerangka kerja etika dan hukum Islam (Bagian 4) bukanlah penghalang untuk tujuan ini, seperti
yang sering digambarkan. Sebaliknya, kerangka kerja tersebut adalah sumber daya yang
canggih dan vital. Kerangka kerja tersebut menyediakan landasan berprinsip untuk keadilan
universal ('Adl) %, alat-alat perlawanan non-kekerasan yang sah secara teologis seperti boikot
ekonomi (Jihad bil-Mal) 2%, dan, yang terpenting, cetak biru sejarah yang teruji untuk satu
negara multikultural yang adil di mana semua warga negara—Yahudi, Kristen, dan Muslim—
dapat hidup dengan hak dan martabat yang setara, seperti yang dibayangkan dalam Piagam
Madinah.?® Jalan ke depan menuntut agar komunitas internasional beralih dari mengelola
pendudukan ilegal menjadi menegakkan hukum internasional.
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